
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN 2011 NOMOR 9 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 
NOMOR  9  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN  TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 

2008 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN 

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH      

KALIMANTAN SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH LAUT, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, 
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 Pemerintah Daerah  Kabupaten Tanah Laut 
perlu  melakukan   penambahan penyertaan 
modal ke Bank Kalsel; 

 
b.  bahwa dalam rangka penambahan penyertaan 

modal ke Bank Kalsel sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 tahun 2008 
tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada 
Perusahaan Daerah Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan; 

 
c.   bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Nomor 15 tahun 2008 tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah  Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ; 
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Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965 tentang Pembentukan  Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 
II Tabalong; dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun  
1959 tentang Penetapan  Undang-
Undang Darurat Nomor  3 Tahun 
1953 tentang  Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
2666); 

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1962 tentang  Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang  Keuangan Negara 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4286);  

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah  beberapa kali, 
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terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 
tentang  Pembentukan  Peraturan 
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 


